WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

Menimbang

WALI KOTA SUKABUMI,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah
menyusun Pola Karier Pegawai Negeri
Sipil secara khusus sesuai dengan
kebutuhan;

bahwa untuk tertib administrasi dan
kepastian hukum serta untuk menjamin
keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil
dengan penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan, maka
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Pedoman Pola Karier Pegawai
Negeri Sipil;

Mengingat....



Mengingat

1.

-0

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

6.Peraturan....



Memperhatikan
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri  Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7
Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi
Nomor 7 Tahun 2020, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017
tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur

Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1907);

2.Peraturan...



Menetapkan
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2. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020
tentang Manajemen Talenta Aparatur
Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN

POLA KARIER PNS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud
dengan:

1.

Daerah Kota yang selanjutnya disebut
Daerah adalah Kota Sukabumi.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang
selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya
disebut PyB adalah Sekretaris Daerah Kota
Sukabumi.

7.Badan.....



7.

10.

11.

12.

-5-

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Masnusia yang selanjutnya
disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia.

Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya
disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja yang diangkat oleh PPK dan
diberi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan
yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Sukabumi.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Sukabumi.

Karier adalah pengembangan individu PNS
dalam jenjang jabatan/pangkat yang dapat
dicapai selama pengabdiannya sebagai PNS.

Pola Karier Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Pola Karier PNS adalah
pola pembinaan PNS yang menggambarkan
jalur pengembangan karier yang menunjukkan
keterkaitan dan keserasian antara jabatan,
pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan,
kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS
sejak pengangkatan pertama dalam jabatan
sampai dengan pensiun.

Jalur Pengembangan Karier yang selanjutnya
disebut Jalur Karier adalah lintasan
perpindahan jabatan secara vertikal,
horizontal, maupun diagonal yang dapat dilalui
PNS sejak pengangkatan pertama dalam
jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.

13.Pengembangan.....
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13.Pengembangan Karier adalah pengangkatan
dalam jabatan melalui promosi dan/atau
mutasi sesuai dengan jalur karier dan
persyaratan jabatan yang ditentukan untuk
dapat mengembangkan potensinya seoptimal
mungkin mencapai karier setinggi-tingginya di
dalam organisasi.

14.Mutasi adalah pengangkatan atau pemindahan
dari satu jabatan ke jabatan lain yang setara.

15.Promosi adalah pengangkatan atau
pemindahan dari satu jabatan ke jabatan lain
yang lebih tinggi.

16.Kompetensi adalah kemampuan dan
karakteristik yang dimiliki oleh PNS, mencakup
pengetahuan, kecakapan, dan sikap perilaku
yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
jabatan.

17.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat
diamati, diukur, dan dikembangkan yang
spesifik berkaitan dengan bidang teknis
jabatan.

18.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat
diamati, diukur, dan dikembangkan untuk
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

19. Kompetensi Sosial Kultural adalah
pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk
dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku,
wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral,
emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh
setiap pemegang jabatan untuk memperoleh
hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan
jabatan.

20.Jabatan....
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20.Jabatan adalah kedudukan yang
menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang PNS dalam
suatu satuan organisasi Perangkat Daerah.

21.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya
disingkat JPT adalah sekelompok jabatan
tinggi pada instansi pemerintah.

22.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang
menduduki JPT.

23.Jabatan Administrasi yang selanjutnya
disingkat JA adalah sekelompok Jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan, terdiri dari
Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,
dan Jabatan Pelaksana.

24.Pejabat Administrator adalah PNS yang
menduduki Jabatan Administrator.

25.Pejabat  Pengawas adalah PNS yang
menduduki Jabatan Pengawas.

26.Pejabat  Pelaksana adalah PNS yang
menduduki Jabatan Pelaksana.

27.Jabatan  Fungsional yang selanjutnya
disingkat JF adalah sekelompok Jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan

dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu.

28.Pejabat Fungsional adalah PNS yang
menduduki JF pada instansi pemerintah.

29.Eselon adalah tingkatan jabatan dalam JA
dan JPT yang menunjukkan tingkat atau
jenjang kedudukan jabatan dalam susunan
organisasi.

30.Penilaian....
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30.Penilaian Kinerja adalah hasil kinerja yang
dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi
sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan
perilaku kerja.

31.Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang
dibentuk oleh PPK untuk memberikan
pertimbangan promosi dan mutasi,
pengembangan kompetensi, serta pemberian
penghargaan bagi PNS.

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini merupakan pedoman
Pola Karier PNS di lingkungan Pemerintah
Daerah yang mengatur pola dasar wurutan
penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam
dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara

berkesinambungan sejak pengangkatan
pertama dalam jabatan sampai dengan
pensiun.

(2) Uraian lebih lanjut pedoman Pola Karier PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

Pasal 3

(1) PPK mengelola Pola Karier PNS Pemerintah
Daerah.

(2) Koordinasi  pengelolaan  Pola  Karier ~PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh BKPSDM.

(3) BKPSDM menyampaikan laporan pelaksanaan
Pola Karier PNS kepada PPK setiap tahun.

(4) Laporan  pelaksanaan  Pola  Karier = PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit meliputi:

a.identifikasi....
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a. identifikasi jumlah jabatan yang kosong
dan akan kosong pada 1 (satu) tahun
yang akan datang;

b. hasil pemetaan PNS dalam Kotak
Manajemen Talenta;

c. data pelaksanaan promosi dan mutasi.

Pasal 4
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 9 Juni 2021
WALI KOTA SUKABUMI,

Cap ttd
ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 9 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

Cap ttd
DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 48

Sahnan sesuai dengan aslinya







